BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3C TAHUN 2019 SERI E.

| PERATURAN BUPATI CIREBON
| NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

| ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
| PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Jo Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan
penganggaran Belanja Daerah, maka Pemerintah
dalam proses penyusunan Anggaran Belanja Daerah
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, wajib
berpedoman pada Analisis Standar Belanja sebagai
alat ukur untuk menentukan kewajaran belanja setiap
kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan
. Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
Nomor 6322); |

ke



Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasgal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Cirebon;

Bupati adalah Bupati Cirebon;

Analisis standar belanja yang selanjutnya disingkat
ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

Kegiatan adalah bagian dari program vang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
vang berupa sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
dava tersebut, sebagai masukan (inpuf) untuk
menghasilkan  keluaran (ouiput)] dalam bentuk
barang/jasa;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnva
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vang
selanjutnyva disingkat dengan APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah vang ditetapkan dengan
peraturan daerah;




10.

11.

12,

14.

15.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnva
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat
rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan
APBD;

Kebjjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran vang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
SKPD;

Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran SKPD vyang
selanjutnya disingkat = DPA-SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan SKPD vang menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah, vyang
digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Lavanan Umum Daerah, vang
digunakan dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran;

Anggaran kinerja adalah anggaran yang
menghubungkan pengeluaran dengan hasil tertentu
secara ekonomis, efisien dan efektif;

Program adalah bentuk instrumen penjabaran
kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih lebih kegiatan
yvang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah;

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran vang diharapkan dari
suatu kegiatan;




16.

17.

18,

19,

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Masukan (inpuf] adalah segala sesuatu yang
dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program
dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan
keluaran (output);

Keluaran (outpuf) adalah barang dan jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan;

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran (output| dari
kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program:

Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah
daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri
dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka
penyusunan rencana belanja;

Pengendali Belanja (cost driver) merupakan faktor-
faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan
yang dilaksanakan;

Belanja Tetap (fixed cost) adalah satuan pengendali
belanja vang merupakan belanja yang nilainya tetap
untuk melaksanakan satu kegiatan vang tidak
dipengaruhi oleh perubahan volume dan/atau target
kinerja suatu kegiatan;

Belamja Variabel (variable cost) adalah satuan
pengendali belanja yang merupakan belanja yang
besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume
dan/atau target kinerja suatu kegiatan;

Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT,
adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan
penunjang pada SKPD;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD  adalah tim yang bertugas
menyampaikan dan melaksanakan kebijakan Kepala
Daerah dalam rangka penvusunan APBD.

BAB 11
TUJUAN ASB

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun ASB dalam rangka
melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya
vang digunakan dalam rencana kegiatan dan anggaran
SKPD.




(1)

(2)

Pasal 3

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan
dan/atau penyetaraan nama kegiatan yang berlaku
sama untuk seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon.

ASB bertujuan untuk:
a. menentukan standar dalam penilaian kewajaran
belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam

melaksanakan sebuah kegiatan;

b. memberikan pedoman dalam  penyusunan
perencanaan dan penganggaran; dan

¢. meningkatkan efisiensi biava dan elektivitas

pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian
anggaran. '

BAB III
MUATAN ASB

Pas=al 4

Muatan ASB terdiri dari jenis ASB, deskripsi, rumusan ASB,
dan batasan alokasi obyek belanja.

Pasal 5

Jenis ASB  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari
kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yvang
sama.

Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Rumusan ASB  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 merupakan metode vang digunakan untuk
menghitung alokasi total belanja dari kegiatan yang
termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunvyai
karakteristik vang sama.

Rumusan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal 8

(1) Batasan alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Dberisikan obyek belanja yang
diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD,
untuk setiap kelompok kegiatan yang mempunyai
karakteristik yang sama.

(2] Batasan alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} disertai dengan persentase
batas bawah, persentase rata-rata dan persentase hatas
atas jumlah rupiah dari total belanja yang
diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tap-tiap
belanja dari tiap kegiatan.

(4) SKPD  diperkenankan  menganggarkan  melebihi
persentase rupiah vang diperkenankan untuk tiap-tiap
obyek dan/atau jumlah total belanja apabila telah
mendapat pertimbangan TAPD dan persetujuan Bupati.

(5) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja
di luar obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana
tercantum pada batasan alokasi obyvek belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah
mendapat pertimbangan TAPD dan persetujuan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada
standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon, maka dilakukan penyesuaian ASB
yvang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2014
tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

| Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 05 Agustus 2019

‘ Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATIL,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal © Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISHO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 30 SERI E.




Lampiran I Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor : 30 ‘Tahun 2019 Seri E.

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

AMALISA STANDAR BELAN]A KEGIATAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH A5B-0.00.06.01.
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 200X
Urusan Pemerintahan @ 0. NON URLISAN
Bidang Uruszn ¢ 000, NON URLISAN
Program ¢ 000,26 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaizn Kinerja dan Keuangan
Kegiatan ¢ 0.00.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan [khtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lokasi Kegiatan ¢ Kabupaten Clreban
Bizya/Belanja Tetap ¢ Rp.0,00.-
BizyafBelanja Variabel : RAp. 210.000,00,-
Casar Hukum ¢ UU Mo, 232014, Permenpan dan RB No. 53/2014, PP No, 3/2007, PP Mo. 6/2008 jo. Permendagri No. 73/2009
Permandagri No. B6/2017
Penjelasan ¢ Penyusuman Laporan kegiatzn merupzkan untuk melaporkan status perkembangan dari SKPD vana bersangkutan

atau laporan pertangoungjawaban ataupun laporan kKinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Kaluaran 1), jumlah Catak Buku 1). 1 Buku 1). Cetak Buku LKP|, LFPD, LAKIP,
Kegiatan 2), Jumlah Parameler Kegiatan yang diukur | 2). 1 Kegiatan dan Laporan Monitoring Evaluasi
3). Bobot Pemantauan | 3). 1 Pain Kinerja Terhadap Renja/RKPD
f dzn RenstrafRP|MD

2). Kegiatan yang dilaksarakan dan
tercantum  dalam  DPA/DPPA
SKFD

3). Bobot Pemantauan Cek
Administrasi sebesar 100 Percen
atau 1 poin, jika dengan Cek
Fisik yaitu sebesar 150 Persen

atau 1.5 poin
Kelompok Satuan Kerja F‘:r.;ngkaf Dzerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Sasaran
Kegiatan
Rincian Alokas Objek Belanja
Menurut Program dan Fer Kegiatan Satuan Kerja Peranghkat Daerah
Kode Rekening Uralan ECRTNE OUISE Dniumn
Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 5
5.2, BELANJA LANGSUNG 33,03 100,00 166,90 |
5.2.1. BELAN]JA PEGAWAI 30,07 91,04 151,93
5.2.1.02, Honorarium Non PNS 24,57 74,40 124,17
. 5.2.1.03. Uang Lemiur 5,50 16,64 27,17
Sedads BELANJA BEARANG DAN JASA 2,96 8,96 14,96
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,34 1,02 1.70
5.2.2.04. Belanja Premi Acurarci 1,15 148 581
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,68 2,06 344
5.2.2.11 Belaniaﬂl'-'lakanan dan Minuman 0,79 240 4,01
| JUMLAH 33,03 100,00 166,90




L ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN Formulir
Gl SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ASB-4,02.15.,06.
gy PEMERINTAH KAEBUPATENM CIREBON
S TAHUN ANGGARAN 20XX
Urusan Pemerintahan £, URLSAN { FUNGSI PENUN ANG
Bidang Urusan C 402, REUANGAN
Program ¢ 4.02.15, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelcizan Keusngan Daerah
Kegiatan ¢ 4.02,15.06. Penyusunan Rancangan Paraturan Dagerah tentang APBD
Lokasl Kegiatan . Kabupaten Cirabon
FlayaBelana Tetan v Rpe 0,00,-
Giaya/Belanja Varabel : Rp. 1.830.000,00,-
Dazar Hukum ;PP Mo, 5B/2005, Permendagri No. 1372006, PP Mo, 12/2014
Perjelasan - Rencana keuangan tzhunan daerah yang dibahas dar disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan mel2lui Persturan Daerah. APED merupakan instrumen
yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di dagrah,
Dalar peneraparnya APBD dapat mengoambarkan kebutukan dan kemampuan setiap daerah sesual cengan
keunikan dan potensinya tersendin
. Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja
Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran lumilah Buky Rzperda dan Perda APRD 1 Buku Cetak Buku Pengantar Nota
Kegiatan Kzuangan Haperda APBD, Buku
Persetujuan DMAD Terhadap Raperda
APED, Buku Perda APBD, Buku Mota
Keuangan Raperda APBD, dan Buku
Mata Keuangan Perda APBD
Kelompok Satuan kKerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Sasaran
Keglatan
Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekani Urnlan Alokasi Objek Belanja
a
CPES SR Bata=s Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 5
5.2. BELAMNJA LANGSUNG 86,53 100,00 113,46
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51,50 59,52 67,54
5.2,1.01, Honorarium FNS 15,82 18,28 20,75
5.2.1.02, Honararium Non PNS 873 10.0% 11,45
5.2.1.0%, Uang Lembur 26,05 31,15 35,34
5.2.2. BELANJA BARANG DAM JASA 35,03 40,48 45,92
5.2.2.01. Belanja Bzhan Pakai Habis 167 1,93 2,18
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 0.25 0,29 0,33
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15,61 18,39 20,86
| 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 102 2,22 251
5.2.2.15. Belanja Perjalanam Dinas 2.99 ID.HE_ 11,79
. 5.22.30, Belanja |asa Teraga Ahli | Instruktur / Narasumber 6,25 7,27 8,25
JUMLAH 86,53 100,00 113,46




f* ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN Formullr
Py SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH A5B-4,02,15.07.
=3 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
el TAHUN ANGGARAMN 20XX

Urusan Pemerintahan 4, URUSAN / FUNGSI PENUNJANG

Bidang Urusan CAD2, KEUANGAN

Program ¢ 402,15, Program Peningkatan dan Pengermbangan Pengelolaan keuangan Daerah

Keqiztan 4.02,15.07. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Lokasi Kegiatan Kabupaten Cirebon

Biaya/Belanja Tetap Rp. 0,00,-

Biaya/Belanja Varisbel . Rp. 470,000,00,-

Dasar Hukum ¢ PP No. 5382005, Permendagri No. 1372006, PP No, 12/2010

Penjelasan . Rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daersh dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalul Peraturan Kepala Dasrah. APED merpakan
instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat
di daerah. Dalem penerapannya APBED dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah
sesual dengan keunikan dan petensinya tersendii

Indikator & Tolok Ukur Kinerja [ Penghitung Belanja

Indikator ﬁTnInk Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran lumlzh Buku Raperbup dan Perbup Penjabaran APED 1 Buku Cetak Buku Pengantar HNota
Kegiatan Keuangan Raperbup Penjabaran

APBD, Buku Persetujuan
OFRO  Terhadap Raperbup
Pznjabaran APBD, Buku Perbup
. Panjabaran APED, dzn DPA SKPD

Kelompok Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupater Cirebon

Sasaran
Fegiatan

Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Parangkat Daarah

Kode Rekening Uraian S Ouel: Bateln
Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 r 3 4 5

5.2. BELANJA LANGSUNG 99,97 100,00 100,03
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 47,67 47,69 47,69
£.2.1.01 Honorarium PNS 526 | 528 5,26
5.2.1.02. Honararium Non PNS 934 3,35 9,35
5.2,1.03. Uang Lembur 33,07 33,08 33,08
5:2:.2: BELANJA BARANG DAN JASA 52,30 52,21 52,24
5.2.2.01. Balanja Bahan Pakai Habis 3,36 3,38 3,36
5.2.2.04, Belanja Prami Asuransi 0,37 0,37 0,37
5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandasn 38,32 38,33 38,36
522,11, Belanja Makanan dan Minuman 141 141 141
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 884 B84 B84

5 . JUMLAH 99,97 100,00 104,03

.




E;:—* ANALISA STANDAR BELAHjA KEGIATAN Formulir
[5815 SATUAN KER}A PERANGKAT DAERAH ASB-4,02.15.08,
== .
et PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Sl TAHUN ANGGARAN 20X¥
Urusan Pemerintahan  © 4, URUSAN / FUNGSI PEMLINJANG
Bidang Urusan 4.04, KEUANGAN
Frogram 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengetrbangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan o 4.02.15.08. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Lokasi Kegiatar  Kabupaten Cirsbor
Jigya/Belanja Tetan ¢ Rp. 0,00.-
liaya/Belanja Varakel : Rp. 1.985.000,00,-
Dasar Hukum i PP Mo, 5B/2008, Permendagri No, 1372006, BP Ng, 12/20149
Perjelasarn : Rencana kevangan tahunan daerzh yang dibahas dan disetujui bercama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD), dan citetapkan melalui Peraturan Daersh, APBD merupakan instrumen
yang digunakan sebagal alal dengen twivan unluk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di dazrzh.
Dalam penerapannys APBD dapat menggambarkar kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesual dengan
keunikan dan potensinys tersendiri
Indikator & Tolok Ukur Kinerja | Penghitung Belanja
Indikator Talok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran |urnlzh Buku Raperda dan Perda Perubahan APBD 1 Bukuy Cetak Buku Pengantar  MNota
Kegiatan Kewangan Raperda APBDP, Bukuy
Persetujuan DPAD Terhadap Raperda
APBDF, Buku Perda APBDP, Buku
Mota Keuzngar Raperda APBDP, dan
Buku Nota Keuangan Perda APBDP
Kelompak Satuan Kerja Perangkat Daerah di Ungkungan Pemerintah Kzbupaten Cirebon
Sasaran
Kegiatan
Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Keglatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
, Alokasi Objek Belanja
R i n
Kedu Rekaning ki Batas Bawah Rata-rata Bataz Atas
1 2 3 4 5
5.2 BELANJA LANGSUNG B6,53 100,00 113,45
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54,82 63,35 71,88
5.2.1.01. Honorarium PNS 14,16 16,37 18.37
5.2,1.0. Honorarium Nom PHS 71.96 9,19 10,43
2.2.1.03. Uang Lembur 32,70 37,79 42:33
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31,71 36,65 41,57
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2,70 319 3,62
5.2.2.04, Belanja Premi Asuransi 0,23 0,27 0,30
5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 16,71 19.31 21,91
5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman 0,82 0,95 1,07
5.2.2.15, ,- Belanja Perjalanzn Dinag 5,46 631 116
5.2.2.30. : Belanja Jasa Tenaga Ahli | Instruktur | Narasumber 5,73 662 7,51
JUMLAH 86,53 100,00 113,45




i’lfn' s ANALISA STANDAR BELAN|A KEGIATAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH AS5B-4,02,15.09.
= PEMERINTAH KABUPATEN CIREBDN
Wb TAHUN ANGGARAM 20XX
Urusan Permerintahan 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG
Bidang Uruzan 4.02. KEUANGAN
Program 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangzn Fengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan ¢ 4.02.15.09. Penyusunan Rancangan Feraturan KDH tentany Penjabaran Perubanhar APBD
Lokasi Kegiatar ¢ Kabupaten Cirebon
BiayaBelanja Tetap © Rp. 0,00,-
digvaBelanja Varabel © Rp. 533.000,00,
Dazar Hukum PP No., 58/2005, Permendagri Mo, 13/2006, FP No, 12/2019
Penjelasan : Rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditstapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. APBD merupakan
instrumen yang digunakan sebagai alal dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat
di deerah. Dalam penerapannys APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setian daerah
sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri

Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluzran | Jumizh Buku Raperbup dan Perbup Penjabaran Perubahan | 1 Buku Cetak Buky Pengantar MNota
Keoiatan | AFED Keuwangan Raperbup Penjabaran

i APBDF, Buku Persetujuan DPRD
{ Terhadap Raperbup Fenjabaran
APBDF, Buku Perbup Penjabaran
| APBDP, Buku Perbup Pemjabaran
| APEDP mendahului Perda APEDP,

i OPPA SKPD mendehului DPPA

Reguler, dan OPPA Aeguler SKPD

Kelompok Satuan Kerjz Perangkat Daerah di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Jasaran
Kegiatan

Rinclan Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uralan Alokasi Objek Belanja
Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 5
5.2. BELANJA LANGSUNG 99,97 100,00 100,03 |
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51,29 61,30 81,31
5.2.1.01 Honorarium PNS . 5,03 5,03 5,03
5.2.1.02, Honorarium Non PY3 4,84 4,84 4.84
5.2.1.03, Uang Lembur 51,42 5143 51.44
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38,68 38,70 38,72
5.2.2.01. Balanja Bahan Pakai Habis 3_.55 2,65 266
5.2.2,04, Belanja Premi Asuransi 0,18 0,19 019
5.2.2.06. Belanja Cetak dzn Penggandaan 31,27 31,28 31,29
5.2.2.15, Belanja Perjalanan Dinas 4,57 4,58 4 58
. JUMLAH 99,97 100,00 100,03
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ANALISA STANDAR BELAN)A KEGIATAN

Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ASB-4.02,15,14,

——
g e
A
Ry

Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Program

Kegiatan

Lokas: Kegiatan
Biaya/Belanja Tetap
Siava/Belanjza Varizbal

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 20X

4. URUSAN / FUNGS| PEMUN]ANG

4,02, KELANGAN

4.02.15, Program Peningkatan can Pengembzangan Fengelclzan Keuangan Dasrah
4.02.15.14. Sesialisasi paket requlasi tentarg pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Cirebon

Rp. 0,00,

Rp. 5.100.00.-

Dasar Hukum PP Mo. 58/2005, Permendagri Mo, 132006, PE Ng, 12/2019

Penjelasan Penyusunan peraturan perundangan di daersh merupakan kagiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka menyusun peraturan perundangan di daerah. Aktivitas ini terhitung sejak cipersiapkannya
kegialan sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya rancangan peraturan daerah final, Peningkatan peran dan
pemahaman PM5 atau masyarakat melalui interaks! langsung dengan masyarakat bertujuan agar masyarakat
dapal secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi vang sedang dibawakan cleh penyelenggara
kegiatan.  Kegiatan ini  dipersyaratkan menghadii secars fisik  dam  berkomunikasi secara  interaktif
dengan masyarakat yang Ingin disosialisasi

Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja
Indikator Tolok Ukur Kinerja | Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluzran L. Jumlah regulasi dan/atau kebijakan yang diteroitkan 1}, 1 Regulasi/Keb/jakan 1). Regulasi danfatau kebijakan
Keciztan 2} Jumiah buku regulasi dan/atau kebijakan 2). 1 Buku vang disusun dan  diterbitkan
3b Jumlah buky medul dan cd operasicnal aplikasi 3), 1 BukufCD 2). Cetak buku regulazi danfatau
sistem regulasi dan/atau ke jakan 4). 1 Orang kebijakan
4}, Jumlzh peserta pelatihan dan/ztay sosizlisasi 3). LHari 3). Cetak buku modul dan cd
et 5I. Lamanya hari pelaksanaan pelatihan dan/atau eperasional aplikasi  sistem
. sosialisasi regulasi danfatau kebijakan
4]. Peserta pelatihan dan/atau
sosialisasi
5). Hari pelaksanaan pelatihan
danfatau sosialisasi

Kelompaok Satuan Cerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupalen Cirebon

Sasaran

Kegiatan

Rinclan Alokas] Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Deaerah

Alokasi Ohjek Belanja
T Rnlianing Srsan Eatas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 5

5.2, BELANJA LANGSUNG 99,51 100,00 100,49
5.2.1. BELAN]JA PEGAWAI 1,22 {,_23 1,23
5.2.1.01. Hanorarium PNS 1,22 1,23 1,23
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98,29 98,77 99,26
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis ! 20,30 20,40 2050
3.2,2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan : 2120 21,30 21.41
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Geduno/Gudang/Parkir i 33,98 34,15 34,372
. 52211 Belanja Makanan dan Minuman 0,19 0,19 .h'_:'.;m
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas i 13,77 13,53 13,90
5.2.2.30. Belanja Jasa Tenaga Ahli f Instruktur /! Narasumber ' 8,85 850 £,94

JUMLAH 99,51 100,00 100,49




ANALISA STANDAR BELAM]A KEGIATAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH A5B-4,02,15.22.
—— PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Bl TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Permerintahan 4, URUSAMN / FUNGSI PENUNJANG
Bidang Uruzan 4.02, KEUANGAN
Program £.02.15, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan ¢ 4.02,15.22, Penyusunan Petunjuk Teknis Pengalolaan Anggaran Belanja Daerah
Lokasi Keglatar ¢ Kabupaten Cirebon
Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00.-
diays/Belanja Varabel © FRp. 2.600,00,-
Dazar Hukum ¢ PP No, 58/2005, Permendagr Mo, 1372006, PP Mo, 12/20149
Penjelasan : Standar Biaya Belanja Kabupaten Cirehon Tahun Anggaran Berkenaan acalah analisis standar satuan harga

yang memuat informasi tentang standar biaya pada tahun-tahun berjalan, Standar Biaya berkedudukan
sebagal pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerjz Perangkat Daerzh (REA-SKPD) di
Lingkugan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dalam pelaksana anya dapat dilakukan secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabel. Standar Biaya Belanja Daerah berfungsi sebagai Batas Terlinggi ataw Estimasi

: Indikator & Telok Ukur Kinerja | Penghitung Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinarja Keterangan
Keluaran L) Jumlah buke standar biaya belanja daerah 13, 1 Buku 1}. Cetak buku standar biaya
Kegiatan 2). Jumlzh anggota tim peayusun standar biaya belanja 2). 1 Orang belanja dacrah {standar biaya
daerah 3}, 1 Hari khusus dan umum)
3). Lamanya harl pelaksanaan rapat peryusunan 1), Keanggotaan Tim Penyusunan
standar biays belanja daerah Standar Biaya Belanja Daerah
yang ditetapkan
3). Hari pelaksanaan rapat
penyusunan  standar bizya
. i belanja daerah
Kelompok Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemearintah Kabupaten Cireban
Sasaran
Kegiatan

Rincian Alekasl Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Alokasi Objek Belanja
E8UE, Sskaning - Batas Bawah Rata-rata | Batas Atas
1 2 3 4 5

5.2, BELAN]JA LANGSUNG 97,63 100,00 102,37
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29,84 10,58 31,30
5.2,1,01. Honorarium PNS 370 3,749 3,88
5.2,1.03. Uang Lembuyr ) 26,14 26,74 2742
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA - 67,79 69,42 71,07
5.2.2.01. Belanja Behan Pakai Habis 3,78 3,87 3.96
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggardazn 19,75 30,47 3119
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9,02 9,23 9,15
5.2.211. Belanja Makanan dan Minuman 648 &84 6,80
5.2.2.15. Belanja Perjalanzn Dinas 13,14 13.46 13,78
. 5.2.2.30. - Belanja Jasa Tenaga &hll | Instruktur | Narasumber 5,62 575 5,89

JUMLAH 97,63 100,00 102,27




Gl ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN Formulir
L SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ASB-4,02.15.69.
= PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

g il

TAHUN ANGGARAN 20X

Urusan Pemearintahan
Bidang Urusan
Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan
Biaya/Belanja Tatap

4. URUSAN { FUNGSI PENUNJANG
4,02, KELIANGAN

4.02.15, Program Peningkatan dan Pengembangan Fengelalzan Keuangan Dazrah

4,02.15.63. Monitoring dan Evaluasi PAD
Kabupaten Cirebon
Rp, 0,00,

Jizya/Belanja Varabel : Rp. 47.400,00,-

Dasar Hukum

PP Mo, 5B/2005, Permendagri Mo, 13/2066, PP No. 12/2019

Penjelasan Segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri, dipuhgut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dipergunakan untuk keperluam caerah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belan]a
Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran 1} Jumlah buku monitering dan evaluasi pendapatian 1) 1 Buku 1} Cetak buku monitoring dan
Kegiatan 21. Jumlah peserta rapat pembahasan 2. 1 Orang evaluasi pendapatan
3). Lamanya hari pelaksanaan rapat pembahasan 3h 1 Hari trimulanan, semesteran dan
akhir tahun
2). Peserta rapat pembahasan
3. Hari pelaksanmaan rapat
pembahasan

Kelompok Satusn Kerja Perangkat Daerab di Lingkungan Pamerintah Kabupaten Cireban

Sasaran

Kegiatan

Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Alokasl Objek Belanja
Kode Rekening Uraian Py i T
1 2z 3 4 5

5.2, BELANJA LANGSUNG 99,96 100,00 100,04
5.1, BELAMJA PEGAWAI 9,89 .89 9.89
5.2.1.03. Llang Lambur 0,59 8,89 589 |
5.2,2. BELANJA BARANG DAN JASA - 90,07 50,11 90,15
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13,55 13,55 13,56
5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 11,07 11,08 11,08
32211, Belanja Makanan dan Minuman B,32 f,32 6,32
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50,13 50,16 53,19

JUMLAH 69,96 100,00 100,04




ANALISA STANDAR BELAN|A KEGIATAN

Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A58-4,02,15.86.

FEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 20X¥

Urusan Pemerintakan
Jidang Urusan
2ragram

Kegiatan

Lokasi Keniatan
Biaya/Belanja Tetap
Bizya/Belanjz Variabal
Dasar Hukum

4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG

4.027, KEUANGAN

4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pe ngelolaan Keuangan Daerah
4.02.15.86. Penyusunan Pedoman APBD

Kabupaten Cirebon

Rp. 0,00,

Ap, 455,00

PP Mo, 58/2005, Permendagri Mo, 13/2006, PP No, 12/2019

Penjelasan Penyusuran pedoman atau panduan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk
menyusun pedoman atau panduan tentang petunjuk konsepsi strategis, teknis, atau praktis atas kebijakan,
pefaturar, prosedur, sislem yang berlaku vang akan digunakan gleh pihak lain sebzgai acuan atau rujukan

Indikator & Tolok Ukur Kinerja | Penghitung Belanja
Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluararn 1], Jumiah buku pedoman peryuasunan 1). 1 Buku 1). Cetax buku pedaman
Kegiatan 2], Jumlah peserta susialisasi 21,1 Drang penyusunan APBD
3). Lamanya hari pelaksanaan sosialisasi 31, 1 Hari Z). Peseria sosialisasi
3). Hari pelaksanaan sosialisasi

Kelompok Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupater Cirebon

Sasaran

Kegiatan

Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daarah

. Alokasi Objek Belanja
Kode Rekening Uraian Batas Bawah ——— Batas Maz
1 2 ) 3 4 5
5.2, BELAN|A LANGSUNG 44,19 100,00 155,81
5.2.1. BELAN]A PEGAWAI 1,21 2,74 4,28
5.2.1.01, Honorarium PNS 0,62 141 2,10
5.2.1.03. Liang Lembur 0.5% 51.33 2,08
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42,98 97,26 151,53
5.2.2.01, Belanja Bahan Pakal Habis ' 8,07 18,27 28,46
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12,66 28,65 44 64
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/GudangParkir 14,73 33,32 51,91
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,09 021 0,33
5.2.2.15. Belanja Perjalanzn Dinas 1,04 235 3,67
5.2.2.30, | Belanja Jasa Tenaga Ahl / Instruktur | Narasum he[ ,39 14,46 22,52
JUMLAH 44,19 100,00 155,81
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ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN

Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A5B-4,02,15.87.

e
—
pr——

i

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 20X

Urusan Pemerintahan
Bidang Urasan
Program

Keniatan

Lokasi Kegiatan
BiayasBelznja Tetap
Biaya/Belanja Variskel
Dasar Hukum

4. URUSAN J FUNGSI PENUNK]ANG
4.02. KEUANGAN
4.02.15. Pregram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolzan Keuarngan Daerah

4.02.15,87. Pembekalan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daeral ITAPD) tentang Penyusunan APED
Kabupaten Cirebon

Rp. 0,00,
Rp. 25.200,00.-
PP Mo. 582005, Permendaari Mo, 132006, PP Mg, 122010

Penjelzsan TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintzh Daerah, Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD [Pejabat
Pengelola Keuangan Daersh) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja
Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran 1), Jumlah buku regulasi dan atau kebijakan tentang 1). 1 Buku 1). Cetak Buku requlasi dan atau
Kegiatan padoman panyusunan APED 2). 1 Orang kebijakan tentang pedoman
| 2). Jumlah anggota tim anggaran pemerintah daerah 31 1 Hari penyusunan APED
| 3). Lamanya hatl pelzksznaan pembekalan 2). Keanggotaan Tim Anggaram
| pemerintah  Daerah (TAPD)
yang ditetapkan
| 3l. Hari pelaksanaan pembekalan

Kelompok | Satuan Kerja Peranglat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Sasaran

Kegiatar |

Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

) Alokasi Objek Belanja
Koda Rekening Uraian
Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 5

5.2. BELAMJA LANGSUNG 99,88 100,00 100,12
52,1 BELAN]A PEGAWAI 0,B2 0,82 0,82 .
5.2.1.01. Honorarium PNS 0,82 0,82 0,82
5.2.2, BELANJA BARANG DAM JASA 49,06 99,18 99,20
5.2.2.01. Eclanja Bahan Pakai Habiz 12,08 12,10 12,11
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5,25 525 5,26
3,2,2.07, Belanja Scwa Ruman/Gecung/Gudang/Parkir 24,76 24,79 24,82
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobiltas 10,22 10.23 10,25
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21,58 1,61 21,63
§.2.2.30. Belanja jasa Tenaga Ahli [ Instruktur | Narasumber 25,17 25,20 25,23

JuMLAH 99,88 100,00 100,12




AMNALISA STANDAR BELAN)A KEGIATAM

Formulir
SATUAN KE RJ8 PERANGKAT DAERAH

A5B-4.02.15.127,

S
:‘\_H—\-\_-'r
M

PEMERINTAH KABUPATEN CIREEON
TAHUN ANGGARAN 203X

Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan
Biaya/Belanjz Tetap
Biaya/Belanja Variabel
Dazar Hukum
Penjelasan

4. URUSAN | FUNGSI PENUNJANG
4.02, KEUANGAN

4.02.15. Pragram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolazn Keuangan Daerah
4.02.15.127, Penyusunan Dokumen Anggaran Kzs SKPD

Kabupaten Cirebor

Fop. 0,00,-

Rp. 1.514.800,00,-

PP No. 58/2005, Permerdagn No. 13/2008, PP Mo, 1272019

Arggaran yang merencanakan secara lebib terperingi tentang jumiah kas beserta perubahan-perubahan dari
waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas, malpun
perubahan yang berupa pengeluaran kas, Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencaraan dan
pengendalian keuvangan pemerintah dasrah, karena di dalam nya terdzpal estimasi penerimaan dan pengeluaran

kas untuk periode tertentu dimasa datang sehingga akan bica diketahui kapan pemerintah daerah dalam keadaan
defisit kas atau surplus kas.

Indikator & Tolok Ukur Kinerja [ Penghitung Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran Jumlah dokumen/buku angaaran kas/SPD SKPDJPRKN 1 Dokurnen/Bulku Cetak  dokumen/buku  anggaran
Kegiatan kas/5FPD SKPD/PPKD berikut

perubahannya
Kelompaok Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Sasaran
Kegiatan
Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Keglatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uralan SOUERS A B
Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 a 5

5.2. BELANJA LANGSUNG 100,00 100,00 | 100,00
5.2.1. BELAN]A PEGAWAI 16,17 16,17 1,17
5.2.1.03. Liang Lembur 16,17 18,17 16,17
5.2.2. BELANJA BARAMNG DAN JASA 83,83 83,83 83,83
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Hakis 3,98 3,95 3,98
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3217 iz 17 3211
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Farkir 46,17 46,17 46.17
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1,51 151 1,51

JUMLAH 100,00 100,00 100,00




ANALISA STANDAR BELAN)A KEGIATAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ASB-4.02,15,129,
T PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
S TAHUN ANGGARAN 2 0XX
Lirusar Pemerintahan 4, URUSAN J FUNGSI PENUN|ANG
Bidang Urusan 4.02, KEUANGAN
Program 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pergelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan 4.02.15.129. Penyusunan dan Verifikasi Serta Pengendalian RKA SKPD/PPKD
Lokasi Kegiatan Kabupaten Cirebon
diayz/Belanja Tetap Fp. 0,00,
Biaya/Belan/a Vanabel Rp. 469.500,00,-
Dazar Hukum PP MNo. 58/2005, Permendagri Mo, 13/2008, PP Mo, 12/2019
Penjclasan Asistensi atau bimbingan cengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atay
pendampingan kepada pegawal stau subyek pelaksana hariam atas mekanizme kerja tertentu yang mellbatkan
pihak luar dalam rangka memberikan panduan Lersebut. Kegiatan ini melibztkan subyek pelaksana karian sebagai
peiaksana utama dan pihak luar sebagai pemandu untuk menunjukkan carz atau mekanisme yang benar dan
efislen, Selelzh kegiatan ini selesai maka pelaksana utama harus sudah mampu melaksanakan kegiatan
yang menjadi matif dilaksanakannya kegiatan ini tanpa panduan dari pihak luar lagi
Indikator & Tolok Ukur Kinerja | Penghitung Belanja
Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran Jumiak Peserta 1 Orang Pesertz Verifikasi dan Asistensi
Kegiatar REA SKPD dari masing-masing SKPD
Kelompok Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Sasaran
Keguatar
Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekeni Urai Alokasi Objek Belanja
a
N : Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 5
5.2, BELANJA LANGSUNG 42,76 100,00 157,24
5.2.1. BELAMJA PEGAWAI 0,30 0,70 1,10
£.2.1.01, Honorarium PNS 0,30 0.1 1.10
Sudals BELANJA BARANG DAM JASA 42,46 99,30 156,14
5.2.201, Belanja Bahan Pakal Habis 6,58 15,30 24,20
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20,00 46,77 i 73,54
5.2.2.07. Belanja Sewa Pumah/Gedung/Gudang/Parkir _ 15,88 37,14 58,40
| JUMLAH 42,76 100,00 157,24




ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN Formulir
SATUAM KERJA PERANGKAT DAERAH A5B-4.02.15.130,

PEMERINTAH KABUFATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 20X

Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Program

Kegiatar

Lokasi Kegiatan
diaya/Belanja Tetap

Biaya/Belanjza Variabel

4, URUSAN [/ FUNGSI PENLINANG

4.02. KEUANGAN

4.02.15. Program Peningkatan dan Pengermbangan Pengelolaan Keuangan Dasrah
4.02.15.130. Penyusunan dan Verifikasi Serta Pengendalian RKPA SKPO/PPKD
Kabupaten Cirebon

Rp. 0,00,-

Rp. 469.500,00,

Dasar Hukum PP Mo, SE/2005, Permendagri Mo, 13/2006, PP No. 12/2019

Penjelasan Asistensi atau bimbingan cengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memperikan bimbingan atau
pendampingan kepada pegawai 2tau subvek pelaksana harian ztas mekanisme kerja tertertu yang melibatkan
pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut. Kegiatan ini melibatkan cubyek pelaksana haran sebagai
pelaksana utama dan plhak luar sebagal pemandu untuk menunjukkan cara atau mekanisme yang benar dan
efisien. Setelah kegiglan ini selesal maka pelaksana utama harus sudah mampu melaksanakan keglatan
yang menjadi motif dilaksanakannya kegiatan ini tanpa panduan dari pitiak luar lagi

Indikator & Tolok Ukur Kinerja | Penghitung Belanja
Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan

Keluaran Jumiah Peserta 1 Orang Pesorta Verifikasi dan Acistensi REPA

Kegiatan SKPD dari masing-masing SEPD

Kelompok =atuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Sasaran

Kegiatan

Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Urnian Alokas| Objek Belanja
Bataz Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 5

5.2, BELANJA LANGSUNG 42,76 100,00 157,24
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,30 0,70 1,10
5.2,1.01. Hongrairium PNS 0,30 0,70 1,10
5.2.2. BELAN]A BARANG DAN JASA 42,46 99,30 156,14
5.2,2,01. Belanja Bzhan Pakai Habis 6.58 15.39 24.20
5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 20,00 48,77 73,54
5.2,2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ arkir 15,88 37,14 58,40

JUMLAH 42,76 100,00 157,24




'

AMNALISA STANDAR BELAN|A KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
A5B-4.02,18.04.

=
e
e

- ——
=y

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAM 20XX

Eruaan Permerintahan
Bidang Urusan
Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatar

4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG
4.02, KEUANGAN
£.02.18. Pragram Peninglatan dan Pengerrbangan Pengelolaan Barang Millk Dasrah

4.02.18.04, Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Kabupaten Cirebon

Jiayaflclanja Tetao Rp. 0,00.-
Aiaya/Belanja Varahal Rp. 3.900,00,.-
Dasar Hukum PP Mo, 58/2005, Permendagri No. 13(2006, PR No, 12/2019
Fenjelasan standar Biaya Belanja Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran Berkenaan adaiah analisis standar satuan harga
¥ang memuat informasi tentang standar bizya pada tahun-tahun berjalan. Standar Biaya berkedudukan
sebagal pedoman dalam penyusunan Rencana Kerla Anggaran Satuan Feria Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di
Ling<ugan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara efektif, afislen,
transparan dan akuntabel, Slandar Biaya Belanja Daerah berfungsi sebagal Batas Tertinggl atau Estimasi
Indikator & Tolok Wkur Kinerja [ Penghitung Belanja
Indikator Tolok Ukur Kinerja f Penghitung Target Kinerja Keterangan
Kelusaran L. Jumiah buku standar harga tertinggl L) 1 Buku 1). Cetak Buku Standar Harga
Kegiatan 2}, Jumlah anggeta tim penyusun standar harga 21, 1 Orang Tertingagi
tertingoi 3h 1 Hari 2}, Keanggotaan Tim Teknis
31, Lamanya hari pelaksanaan rapat peryusunan Penyusunan Standar Harga
standar harga tertinggl Barang dan J|asa vyang
ditetapkan
| 3l Har pelaksanaan penyusunan
i stancar harga barang dan jasa
Kelompok Satuan Kerja Perangkat Dzerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Sasaran
Kegiatan

Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Parangkat Daerah

Alokasi Objek Belanja
s Jeenskaning Sralin Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 5
5.2 ' BELANJA LANGSUNG 98,83 100,00 101,17
5.2.1. BELAN]JA PEGAWAI 14,12 14,30 14,47
5.2.1.01. Honorarium PNS 2,66 i 21 2,73
5.2.1.03. Uang Lembur 11,46 11,60 11,74
5.2.2. BELAMN]JA BARANG DAM JASA 84,71 85,70 B6,70
| 5.2.2.01, Belanjs Bahan Pakai Habis 141 142 1,44
| 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Perggandaan 20,97 11,13 21,46
5.2,2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang,/Parkir B.96 0,07 9,17
{52211, Belanja Makanan dan Minuman 1,82 184 1,86
5.2.2.15 Belanjz Perjalanan Dinas 16,35 16,53 i 16,73
5.2.2.21. Belanjz Jasa Konsultans 30,28 30,64 r 31.00
§.2.2.30. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur | Narasumber 4,92 4,08 5,04
JUMLAH 98,83 100,00 101,17

[ 2 R e s m




E ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN Formulir
& SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ASB-4,03.31.01.
= PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

...... o TAHUN ANGGARAN 20XX

Urusan Pemerintahan  : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG |

Bidang Urusan o 403, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAMN

Frogram  4.03.31. Program Peningkatar Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan * 4.03.31.01. Pendidikan dan Pelstihan Prajabatan bagi Calon PS5 Daerah

Lokasi Kegiatan ¢ Kabupaten Cirebon

Biaya/Relanja Tetan © Bp. 0,00.-

Biays/Belanja Varabel : Rp. 0.296.000,00,-

Daczar Hukum : Peraturan LAN Mo, 2 Tahur 2018

Penjelasan ¢ Pendidikan dan pelatinan untuk membangun Integritas moral, kejujuran, semangat dam motivasi nasioralizme

dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme
serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan

Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran 1). Jumlah Peserta 1} 1 arang 1). Maksimal Peserta Latsar CPNS
Kegiatan 2}, Bobot Latsar CPNS ), 0,25 Poin Per Kelas Sebanyak 40 Pesarta

Z). Bobot Latsar CPNS Gol. 1l dan
Gal. Il sebesar 100 Persen atau
1 poin, jixa Bohat Latsar CPNS
Gol. |, 1l dan Il Dari Tenaga
Honorer -1 dan K-2 sebesar 25
Persen atau 0.25 poin

Kelompok Calon Aparatur Sipil Megara di Ungkung?!rll Pemerintah Kabupalen Cirebon
Sasaran

. Kegiatan |

Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
i Alokasi Objek Belanja
- ) Batas Bawah Rata-rata Eatas Atas
1 2 3 4 5

5.2, BELANJA LANGSUNG i 100,00 100,00 100,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI _ | 6,30 6,30 6,30
5.2.1.01. Honorarium PN 6,30 6,30 6.30
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93,70 93,70 93,70
5.2.2.01. Belanja Bahar Pakai Habis 2,87 2,87 287
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial 0,11 - 0,11 0.11
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Perggandaan 3,25 3,25 3,25
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/FParkir ) 24,68 24,65 24.68
5.2.2.08. : Eélanja Sews Sarana Mobilitas 4,33 4,33 4,33
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman | 8,70 8,70 870
»d.d.14. Belanja Pagaian Khusus dan Hari-hari Tartentu | 2,54 2.54 2,54 -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1 10,73 10,73 10,73

. 5.2.2.30. Belanja Jasa Tenaga Ahll f Instruktur ! Narasumber 36,49 36,49 36,49

JUMLAH 100,00 100,00 100,00




E\‘:-' % ANALISA STANDAR BELAN]A KEGIATAN Formullr
N SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH AS5B-4,03.31.02.
= PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
e TAHUN ANGGARAN 20XX
Urusan Pemerintaban @ 4. URLISAN | FUNGS] PENUN]ANG
Bidang Urusan ¢ 4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program + 4.03.31. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ¢ 4.03.31.02. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daeran
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon
Braya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-
Biaya/Belanja Variabel : Rp, 30.261.000,00,-
Dasar Hukum . Peraturan LAN Mo, 2 Tahun 2018
Penjelasan o Pendidikan dan pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan maotivasi nasionalisme
dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme
serta kompetensi bidang
Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja |
Indikator Talok Ukur Kinerja / Penghitung i Target Kinerja ' Keterangan
Kelsaran 1). Jumlzh Peserta 1} 1 Drang 1). Maksimal Peserta Diklat Pim 0l
kegiatan 2). Bobot Diklat Kepamimpinan 2}, 0.67 Pain Per Kelaz Sebanyak 60 Peserta:
Maksimal Peserta Diklat Pim (1l
Per Kelas Sebanyak 40 Peserta;
dan Maksimal Peserta Diklat Pim

IV Per Kelas Sebanvak
40 Pecerts
7). Bobat Diklat Kepemimpinan Tk,
Il sebesar 100 Persen atau 1
poin, jika Bobot Dik-
lat Kepemimpinan Tk, Il sebesar
T4 Parsen atau 0.74 poin dan
Bobot Diklat Kepemimpinan
Tk, IV sebesar 67 Persen
atau 0.67 poin

Kelompok | Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Sasaran
Kegiatan

Rinclan &lokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian s
Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 s
5.2. BELANJA LANGSUNG 100,00 100,00 100,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24,05 24,05 24,05
5.2.1.01, Honorarium PNS 24,08 24,05 24,05
5.2.1. BELANJA BARANG DAN JASA 75,05 75,95 75,95
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,85 0,85 0,85
5.2.2.02, Belanja Bahan/Material 0,21 0,21 0,21
5.2,2.06. Belanja Cetzk dan Penggandaan 0,68 0,68 0,68
. 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Farkir 28,83 28,83 2883
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,43 0,43 0,43
52211, Relanja Mzkanan dan Minuman 0,12 0,12 0132
52214, Belanja Pakaian Khusus dar Hari-hari Tertentu 0.80 0,80 0,80
5.2.2.15, Belanja Perjalaran Dinas 10,26 10,26 10,26
%.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1127 11.27 11,27
PNS
5.2.2.30. Belanja Jasa Tenaga Ahli f instruktur § Narasumber 22,50 22,30 22,50
o JUMLAH 100,00 100,00 100,00




ANALISA STANDAR BELAN|A KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 20X

Formulir
A5B-4.03,32.34.

s
B e
gl
o g

Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan

4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG
4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAMN PELATIHAN

Frogram £.03.32. Program Pembinaan dan Pengermbangan Aparatur
Kegiatan 4.03.32.34, Penampatan ASM
Lokasi Kegiatan Kabupaten Cirebon
BiavaiBelanja Tetap Rp. 0,00,-
Jizya/Belanja Variabel Rp. 1.309.500,00,-
Dasar Hukum UU Na. 5/2014, PP Ne, 11/2017
Penjelasan Penermpatan ASN adalah kegiatan untuk menyeleksi atau menilai ASN untuk menempati posis tertentu dalam
rangka rotasi. mutasi dan promosi ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan yang ditertukan
oleh persyaratan kegiatan yang bersangkutan
- Indikator & Tolok Ukur Kinerja | Penghitung Belanja
Indikator Tolok Ukur Kinerja [ Penghitung Target Kinerja Keterangan
KEIL:‘aran [ 1) Jumlah Aparatur Sipil Negara 1). 1 Orang 1}. ASN yang akan di rotasi, mutasi
kegiatan 2). Bobot Seleksi Penilaian dan Evaluasi ASN 2). 1 Poin dan promosi dalam jabatan
sesual hasil penilaian kinedja

yang dilakukan oleh Tim Penilai
Einerja/Bapper|akat SEsUAI
dengan hasil Assessment, Open
Blding, Talent Pool, Anjab, 5K

dan Pertimbangan  Dbjektif
lainnya sesuai Yang
dipersyaratkan berdasarkan

peraturan nperundang-undangan

. Bobot Seleksi Penilaian dan
Evaluasi ASMN Tanpa Proses
Seleksi dan Evaluasl sebesar
100 Percen atau 1 paoin, jika
Bobot Seleksi  Penilaian dan
Evaluasi ASN Dengan Proses
Seleksi dan Evaluasisebesar
2000 Persen atau 20 poin,
Penyetaraan 20 (dua puluh)
orang personal tanpa proses
seleksi dan evaluasi sama
dengan 1 (satu) orang melalui
prosas selaks

Kelompok
Sasaran
Keniztan

Aparatur Sipil Negarz di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

i . Alokas! Objek Belanja
Kode Rekening Uraian e Bn-.'u-u'l-\' e ey
1 2 N 3 4 5
5.2, BELANJA LANGSUNG 91,06 100,00 | 108,93
5.2.L BELANJA PEGAWAI 4,67 513 | 5,59
5.2.1.03. Uang Lembur 4,67 513 J 5,59
5.2,2, BELANJA BARANG DAN JASA 86,39 94,87 | 103,34
5.2.2.01. Belanja Bahan Mzkai Hahis 5,75 6,32 | 6,88
5.2,2.03. Belanja Jasa Kantor 9,74 10,69 | 11,65
a.2.2.06, Belanja Cetak can Penggandaan 9.54 10,81 11,77
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.04 1,15 1,25
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor T.46 8,109 8,92
52211, Belanja Makanan dan Minuman 2,09 2,20 2,50
5.2.2,15. Belanja Perjalanan Dinas 41,69 43,78 49,87
5.2.2.30. Belanja |asa Tenaga Ahli | Instruktur { Narasumber 578 9,64 10,50
JUMLAH 91,06 100,00 108,93




L ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN Formulir
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ASB-4.03.48,10,
-k PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
il TAHUN ANGGARAN 20X)
Urusan Pemerintahan . 4. URUSAN / FUNGSI PENUNIANG
Bidang Urusan ¢ 403, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pragram © 4.02.48, Program Administrasi Kepegawaian
Kegiatan 4.03.48.10. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan pangkat
Lokasi Kagiatan Kabupaten Cirebon
Biaya/Belanja Tetap Rp. 0,00,
Biaya/Belanja Variabel Rp. 1.352.000,00,-
Dasar Hukum ¢ PP No. 992000 jo, PP No, 12/2002, PP No. 10120040, Keputusan Kepala BKN Mo, 12/2002, SE Bersama Kepala BAEN
dan Katua LAN Mo. 12/SE/1981 dan Me. 193/Sek.LAM/EM981, SE Dikti No. 595 Tahun 2007, SE Menoan dan RE No
42013
Penjelasan © tandar analiss belanja ujian atau tes digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam ra ngka melaksanakan
kegiatan menyelenggarakan tes atau ujian bagi PNS baik tes kenaikan panmgkat atau segala hal yang menyangkut
seleksi-seleksi di luar ketentuan analisis standar belanja lainnya yang kegiatannya serupa. Deskripsi ini juga telah
mencakun hasil ujian, koreksi, penulisan dan penerbitan keputusan kelulusan sampai diserahkannya keputusan
tarsebut
Indikator & Tolok Ukur Kinerja | Penghitung Belanja
__ Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran Jumlak Peserta 1 Orang ASN yang akan mengikuti vjian dinas
Kegiatan dan wujian penyesuaian kenaikan
pangkat
Eelompok Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Sasaran
Kegiatan
. Rinclan Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Alokasi Objek Belanja
Kode Rekening Uralan bj |
Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 L]
5.2, BELANJA LANGSUNG 99,29 100,00 100,70
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2,92 2,94 2,96
5.2,1.03. Uang Lembwr 2,82 | 2,94 2,96
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9637 | 97,06 97,74
5.2,2.01, Belanja Bahan Pakai Habls 1,B1 1.82 1,84
5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 2,64 2,65 2,68
5.2.2.07. Balanja Sewa Rumah/Gedung/GudangParkic 19,90 20,04 20,18
5.2.2,08. | Belanja Sewa Sarana Mabilitas 021 9.28 9,34
5.2.2.11, | Belanja Makanan dan Minuman 11,05 11.13 1121
5.2.2.15. Belanja Perjalanzn Dinas 22,47 27,63 22,79
5.2217. Belanja Kursus, Pelatihan, Seslalisasi dan Bimbingan Teknis 737 7,42 7.47
PHS
5.2.2.30. Belanja jasa Tenaga Ahli [ Instruktur | Narasumber 21,92 1108 22,23
. JUMLAH 99,29 100,00 100,70




Erl." = ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN Fermulir
Al SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH A5B-4,05,20.01,
= PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
S TAHUN ANGGARAN 20X
Urusan Pemerintahan 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG
Bidang Urusan t 4.05, PENGAWASAN DAM PENGENDALINN PEMERINTAHARN
Program ¢ 4.05.20. Program Peningxatan Sistem Pengawasan Intermal dan Pengendalizn Pelaksanaan Kebijakan KDH
Keqiatan 4.05.20.01, Pelaksanaan Pengawasan internal Secara Berkala
Lokasi Kegizstan : Kabupaten Cirebon
Biayva/Belznja Tetap © Rp. 0,00,-
Bizya/Belanja Variabel : Ap. 550,00 -
Dazar Hukum ¢ WU No. 172004, UU No, 15/2004, PP No, 60/2008, Permenpan No. 3/2008, Fermenpan Mo, 42008
Penjelasan + Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah keglatan untuk mengawasi obyek atau titik pengamatan atau obyex

pengamatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut, Obyek bisa berupa kegiatan dengan
fokus pada suatu lokasi, bersifal abstrak, ataupun berwujud fisik

Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja | Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran 1). Jumlsh Aparatur Pangawasan Intern Pemerintah 1). 1 Grang 1}, Auditor dan PZUPD vyand
Kegiatan 2} Jumlah Obrik 2). 1 Obrik ditugaskan
3 Lamanya Hari 3). 1 Hari 2). Objek pemerkszan berdasarkan

Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT! vang telah
ditetapkan

3. Hari pelaksanaan pengawasan
dan pemeriksaan yang telah
ditetapkan dalam PEPFT

Kelompok Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

. Sasaran
Kegiatan

Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening l Uraian Mo Cuisk Selanja
) | Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 t 2 3 4 L)
5.2, BELAM]A LANGSUNG 67,29 100,00 132,60
5.2:1. | BELANJA PEGAWAI 41,02 52._29 82,60
5.2.1.01. | Honararium PHS 41,08 62,29 82,60
5.2,2. , BELAM]A BARANG DAN JASA ) 25,41 37.71 50,00
52201 Belanja Bahan Pakal Habis 2,07 3.07 4,07
5.2,2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,58 2,35 3,12
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21,76 3229 42_.31
JUMLAH 67,39 100,00 132,64




i ANALISA STANDAR BELAN)A KEGIATAN Formulir
Sk SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | ASB-4.05.20.04,
= PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 20XX

Urusan Pemerintahan  : 4, URUSAN / FUNGS] PENUNJANG

Bidang Urusan o 405, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

Frogram ¢ 4.05.20. Program Peningkatan Sistern Pengawasan Internal can Pengendalian Pelaksanaan Ketijakan KDH

Kegiatar - 4.05.20.04. Penanganar Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya

Lokasi Kegiatan ' Kabupaten Cirebon

Riaya/Belanja Tetap ¢ Rp. 0,00,-

Biava/Belanjz Variabel : Rp. LB19.5S00,00 -

Qasar Hukum ¢ UU No. 12004, UU No. 15/2004, PP No. 60/2008, Permenpan No. 3/2008, Permenpan No. 42008

Penjelasan ¢ Penanganan kasus adalah kegiatan untuk manangani berbagal masalah kasus pelangaaran ketentuan paraturzn

perundang-undangan baik menyangkut perbendaharaan maupun barang milik daerah di lingkup pemerintahan
desa. Aklivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani masalah yang bisa diatas atay ditangani oleh SDM yang
dimiliki dengan penanganan yang sesuai dengan keahliar SOM

indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinarja Keterangan
Keluaran 11, Jumiah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah 1). 1 Orang 1. Auditor dan P2UPD wyang
Kegiatan 21, Jumiah Obrik 2). 1 Dorlk ditugaskan
2). Objek pemeriksaan

berdasarkan FProgram Ker|a
Pengawasan Tahunan (PEPT)
yang telah ditetapkan dalam
PKPT

Felompok Pemeritahan Desa ci Kabupaten Cireban
Sasaran

‘ . Keqgiatan

Rincian Alokasi Objek Belanja
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Parangkat Daerah

i Alakasi Objek Belanja
Kode Rekening Uraian Sy s ate-rota Batas AbSe
1 2 3 & 3
5.2, BELAN)A LANGSUNG 95,25 100,00 104,73
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 85,76 90,03 94,29
5.2.1.0L Honararium PNS 85,76 90,03 34,28
‘ 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9,49 0,07 10,44
5.2,2,01, Belanja Bahan Pakal Habis 675 7,09 7,42
5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 2,74 2,88 3.02
JUMLAH 95,25 100,00 104,73




i" b ANALISA STANDAR BELAMN]A KEGIATAMN Formulir
ﬂﬂ SATUAN KERJA FERANGKAT DAERAH ASB-4.05.22,02,
3 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
e TAHUN ANGGARAN 20XX

Urusan Pemerintahan 4, URUSAN { FUNGSI PENUNJANG
Bidang Urusan 4,03, PENGAWASAN DAN PENGENDALLAN PEMERINTAHAN
Prograrm 4.05.22. Program Penataan dan Fenyempurmaan Kenijakan Sictern dan Prosadur Pangawasan
Kegialan 4.05.22.02. Penyusunan Kebijakan Sistam dan Prozedur Pengawasan
Lokasi Kegiatan Kabupaten Cirebon
Biaya/Belanja Tetap Rp. 0,00,
Blava/Belanja Variabel Rp. 751.500,00.-
Dasar Hukum PP No. 607008, Peraturan Kepala BPER No. 4/2016
Fenjelasan Penyusuran kebijakan sistem dan prosedur adalah kegistan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah

untuk meryusun pedoman atau panduan tentang petunuktzta cara penyelenggaraan atas kebijakan, peraturan,

progedur, sistemn yang berlaku yang zkan F!igdnakar sebagai acuan atau rujukan

Indikator & Tolok Ukur Kinerja { Penghitung Belanja
Indikator Taolok Ukur Kinerja / Penghitung Target Kinerja Keterangan
Keluaran jumlah Peserta 1 Orang Pezerta dari SKPD dalam ramgka
Kegiatan penilalan maturizas PP
Kelompok Zatuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Sazaran
Kegiatan
Fincian Alokasl Objek Belanfa
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Ker|a Perangkat Daerah
Alokasi Objek Belanja
Kode Rekening Uraian : i
Batas Bawah Rata-rata Batas Atas
1 2 3 4 5
5.2. BELANJA LANGSUNG 50,90 100,00 145,09
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1,26 2,48 3,69
5.2.1.01, Honrerarium PHNS 0.72 141 2,10
22,103, Lang Lembur 0,54 1.07 1,59
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40,64 97,52 145,40
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2,58 5,08 7,509
5.2.2.06. Balanja Cetak dan Penggandaan 0,84 1,66 247
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Zedung/Gudang/Parkir 8,53 16,75 24 96
5.2.2.‘]_1:. Belanja Makanan dan Minuman 17,36 34,10 50,83
52,215, Belanja Perjalanan Dinas 4,34 16,48 2458
5.2.2.30. Belanja Jaza Tenaga Ahli / Instruktur £ Narasuriber 1193 23,44 34,895
JUMLAH 50,90 100,00 149,09

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal & Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 30 SERI E

Pit. BUPATI CIREBON

WAKIL BUPATI,

TTD

IMRON
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Lampiran II Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 30 Tahun 2019 Seri E.
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

ALUR PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

USULAN MASYARAKAT
= !
L MUSRENBANG
RESES/POKIR DESA/KELURAHAN
DPRD
____________ Ditolak ) i
| ALASAN Verifikasi
e Kecamatan
Diterima
l h MUSRENBANG KEC,
i ALASAN Uﬁriﬁka*i_ \/. = e
. e i SKPD Teknis « Sinkronisasi: !
SPM .y .~ 1. Prog/Keg |
Diterima ,* 2. Indikator Kinerja |
3 o ) a. Impact/Dampak :
RPIMD |« - -» RENSTRA »  FORUMSKPD f[-~ b. OutcomefHasil !
3 ; .  Dutput/Keluaran :
| : d. Input/Masukan :
MUSRENBANG KAB, [----- ' Pagu Indikatif SKPD
ASB ' (PIS + PIK + Pokir) !
w : E] Damrana Dalalbicamanm lrmmlabsn =|
— ¥ = LR _Porsann Ocbhleansan basiatan
! Renja Awal SKPD
v

L J

Pra REKA+ KAK

Azistensi Target Kinerja &Pra RKA+ KAK

L J

Renja Akhir SKPD

3

&

Penetapan KUA/PPAS

Pembahasan TAPD, SKPD & Banggar

F

Hantaran KUA/PPAS

. REA B Asistensi RKA ®  Pengantar Nota Keu RAPBD ;

Fersetujuan Bupat & DFRLD,
Serta Evaluasi Gubernur

APBD -

Catatan:

1} Kirirn Data ke SIPKD setelah Asistensi RKA

2} Perbaikan REA dilakukan langsung pada saat Asistensi RKA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal & Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

BERITA DAERAH KABUPATEN [CIREBON TAHUN 2019 NOMOR

Pembahasan TAPD, SKPD & Banggar

Pit. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

TTD

IMRON

SERI E,

30




Lampiran [II Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 32 Tahun 2019 Seri E.

Tanggal : ¢ agustus 2019

Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

| Disahkan Oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

[ Dasar Hukum :

Kualifikesi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintsh Republik indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Pengelelaan €euangan
Daerah

2. Peratusan Pemerintah Republic Indonesia Momor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Peraturen Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Momor 85 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, engendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tets Cara Cvaluas!
Ramcangarn Feraturan Daerah Tentang Remcana Pembanguman langks Panjang Daerah
Car Rencana Pembangunan langka Menengah Daerzk, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencans Pembangunan Jangka Menengab
Caerah, Dan Rencana Kerja Femerintah Daerah

| 4. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 13 Tehun 2006 Tentang Pedoman Pengelolban

Keuangan Daerah

Semua Pendidikan, divtama Sarjana Ekonomi, Safane Akuntansl, d2n Sarjana Informatika

Peralatan f Perlengkapan ;

Kom ::ut_er_l-‘-rlnte:, Alat Tuli:.,d?n ;ﬂ}_ja Kerja

| Pencatatan / Pendataan ;

1.  Sekretariat Dacrah
2.  Badan Perencanaan Penelitian dan Fermbangunan Dasrah
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah

—

|_Penjelasan Singkat :

Definisi ;

Perencanaan den penganggaran daerah merupakan cermin dar efekbifilas pengelclaan
teuargan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi flskal,

Tujuan :

Prosedur ini disusun untuk ;m.angan.l-r"i.ata cara pelaksanaan perencanaan dan penganggaran
pada lingkup pemerintah kabupaten cirebon

Peringatan ;

Prosedur ini merupakan implermentasi dari peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah
wajib mempedomani presedur ini dalam proses perencanaan dan penganggaran

| Keterkaitan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dagrah yang selanjutnya cisingkat RFIPD adalah dokumen persncanaan |
Daerah untuk pericde 20 (dua puluh) tahun [

2. Rencana Pembangunan langka Menergah Daerah wang zelanjutnya disingkat RPIMD adalah dekuman
perencanaan Daerah uniuk periode 5 (limaj tahun terhitumg sejak dilantik sampal dengan berakhirmya masa
jabatan Kepala Dasrah

3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Permerintah Daerak yang
selanjutriya disingkat RKPD adalah dukumen peremcanaan Daerah untuk periode 1 (satu} tabum,

4. Rencana Strategls Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Deersh
adalah dekumen perencanaan Perangkat Daerah untuk pericde 5 (lima) tahun

5. HRemcana Kerja Ferangkal Daerah yang selanjulnya disingkat Renja Perangkat Caerah adafah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periade 1 [satu) tabun

6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnys disingkat APED adalah rencana ksuangan tahuman
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Dasrigh

7 Kebijakan Umum AFBD yang selanjutrys disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pencapatan, belanja, dan pembiayazn serta asumsi vang mendasarinye untuk periode 1 [satu) tahur.

& Prigritas dan Flafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program pricritas dan patokan
batas maksimal anggaran vang diberlkan kepads Perangkat Daerah untuk setisp program sebagai acuan dalam
pernyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerje Perangkat Daerah

53 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yarg selanjutnya disingka: RKA SEPD adalah
dokumen perencamzan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebegai dasar penyusunan APED

Hzl. 1




Nomor S0P ;

NOD

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

MUTL BAKU

I
1

Pejabat
Perencana
Daerah

Pengelola
BMD

SKPDO

KECAMATAN

ANGGOTA
DEWAN

BANGGAR

MAAKSIMAL
WAKTU
PELAKSANAAN

KELUARAN [OUTPUT)

2

3

5

pLi]

11

Pejabatl Perencana Daerah menyusun
RPIPD umtuk pericde 20 [dua puluh)
tahun

Dokumen RFIPD periode 20 tahun

Berdasarkan RPIPD yang telah
ditetapkan, Pejabat Perencana Daerah
menyusun KPIMD untuk periode 5 (lima)
tabiun

L]

Dokumen RPIMD periode 5 tahun

Berdasarkan RPIMD yang telah
ditetapkan, SKPD menyusun Renstra
SKPD untuk periade 5 {lima) tahur

Dokumen Renstra SKFD periode 5
tahun

Berdasarkan Renstra SKPD yang telah
ditetapkan, SKPD menyusun Draft Renja
Awal SKPD setiap tahunnya sebagai
rahan untuk pembahasan dalam Forum
SEPD

Pejabat Perencana Daerah
melaksanakan Musrenbang RKPD
Tingkat Kecamatan

Cokumen Draft Renja fowal SKPD
tahun n

Berita Acara Musrenbang REPD i
Tingkat Kecamatan tahun n

KECAMATAN menyampaikan
usulan/aspirasi masyarakat berdasarkan
hasil musrenbang desa pada saat
Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Daftar Usulan Musre#nbang
Kecamatan tahun n

Anggota Dewan menyampaikan
usulan/aspirasi masyarakat berdasarkan

hasil Retes pada saat Musrenbang REPD

Tingkat Kecamatan

Daftar Usulan Pokir DPRD tahun n

SKPD melaksanakan Forum SKPD untuk
membzhas Usulan / Aspirasi Masyarakat
bersama Kecarnatan dan Anggota
Dewan

2. Daftar Usulan Musrenbang
Kecamatan tahum n
3. Daftar Usulan Pokir DPRD

tahun n

Hal. 2




PELAKSANA MUTU BAKU
ThPD i
] | MAKSIMAL
MO LIRAIA, R 3 | AMNG
W FRESERC PPEiE:La PPKD/ | Pengelola | SKPD | KECAMATAN ;’Eﬁzr BANGGAR WAKTU KELUARAN (OUTPUT)
= BKAD BMD PELAKSANAAN
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11
2 | 3KPD menyusun Pra RKA (berpedoman 1. Dokumen A5E SKPD tahun n
pada ASB, 5tandar Harga dan Biaya) dan . Dokumen Pra RKA tahun n
REBL 3. Dokumen REBU tabunn
10 | Pejabat Perencana Daerah Berita Acara Hasil Asisten Pra REA
melaksanakan Asistensi Fra RKA P tahun n
11 | Pengelola BMD melaksanakan Asistensi o - . Berita Acara Hasil Asistensi RKBU
RKEU [ tahunn
-.12 Pejahat Perencana Daerah menyusun - Cokume H‘I-I;Hi;;ahﬁli_ﬁ,& tahun n
FPAS sehagar Hantaran herdasarkan
hasil Asistensi Pra RKA .
13 | PPED menyusun KUA berdasarkan hasil Cokurmen KUA tahun n
Asistensi Pra RKA I!
14 | Pengelola BMD menyusun RKBMD I 2 - Dukumen RKEMD tahun n
berdasarkan hasil Asistensi REBLU |
...1.5 SKPD menyusun Henja SKPD (Renja + Renja SKPD tahun n
Akhir) berdasarkan hasil Asistensi Pra [——-—|
Rea .
16 | Banggar melaksanakan pembahasan G e ) a ] hJ Berita Acara Hasil Pembahasan
PPAS bersama TAPD dan SKPD PRAS
17 | Pejabat Perencana Daerah meanyusun 1. MNota Ketepakatan KUAJPPAS
FPAS Penetapan berdasarkan hasil D""' 2 Dokumen KUA/PRAS
pembahasan dengan Banggar Penetapan
18 | SKPD menyusun REA S - Dokumen REA

Hal. 3




| PELAKSANA MUTU BAKU
TAPD
NG URAIAN PROSEDUR Pejabat | ANGGOTA MAKS| MAL
|  PPKED /S Pengelola SKPL KECAMATAN BANGGAR WAKTL KELUARAN [OUTPUT
Perencana DEWAN [ )
BEA
! Daerah D BMD PELAESANALN
i P 3 4 5 & 7. 8 g 10 11
19 | TAPD melaksanakan Asistensi REA Berita Acara Hasil Asislensi RKA
20 | PPED/BKAD menyusua._ﬁé-;g;r;t;r HNota Pengantar Nota Keuangan RAPBD
Keuangan RAPBD ditujukan kepada [:—"j
OPRD
21 | Banggar melaksanakan pembahasan | ¥ Berita Acara Hasil Pambahasan
RAPED bersama TAPD dan SKPD | HAGER
22 | SKPD melakukan perbaikan RKA - i *D o o Dokumen BKA Final
]
23 | PPED menyusun dokumen APED [':—' o Dokumen APRD |

( SELESAI ) | i

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

TTD

_ IMRON
Diundangkan di Sumber

Pada langgal % Azustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREEON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATF CIREBr"nHUM 2019 NOMOR 30 Seri B, .

Hal. 4

B s, 000 .
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